
ABSTRAK 
 

 

Surat palsu adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang mengatas-namakan 

(seolah-olah) surat itu dibuat oleh seseorang tertentu dan bukan menggunakan 

nama sebenarnya dari si pembuat surat itu sendiri. Pemalsuan semacam ini disebut 

dengan “ Pemalsuan Materil “ ( Materiele Valschied ). Palsunya surat bukan 

terletak pada isi surat tetapi pada nama orang (termasuk juga tanda tangan). Sukar 

untuk membedakan mana surat  palsu atau yang dipalsukan, sehingga dalam 

perkara-perkara pemalsuan surat atau mempergunakan surat palsu, masyarakat 

harus melibatkan pihak Kepolisian Republik Indonesia agar dapat melakukan uji 

forensik terhadap surat yang diduga palsu di Laboratorium Forensik. Dalam 

skripsi ini Penulis menganalisa tentang sebuah perkara pidana dimana ada seorang 

Terpidana dinyatakan bersalah mempergunakan surat palsu. Perkara tersebut telah 

diputus oleh Mahkamah Agung RI sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 

01/PK/PID/2016 tanggal 23 Maret 2016. Menurut pendapat Penulis dalam 

Putusan Pidana tersebut terdapat penerapan hukum yang tidak tepat karena Judex 

Juris telah mengabaikan fakta hukum adanya Putusan. Pengadilan Tata Usaha 

Negara Banjarmasin yang menyatakan bahwa surat keputusan berupa Sertifikat 

Hak Milik yang dipersengketakan dalam perkara pidana tersebut adalah “batal”, 

sehingga Surat Keputusan atas sertipikat tersebut dicabut. Dengan dibatalkan dan 

dicabutnya surat sertipikat yang dipersoalkan, maka sertipikat milik Terpidana 

yang dituduhkan tidaklah palsu. Terpidana juga mengajukan bukti baru (novum) 

berupa Berita Acara Pemerisaan Laboratorium Kriminal Nomor Lab: 

5250/DT.F/2010 tanggal 06 Oktobor 2010 yang diterbitkan dan ditandatangani 

oleh para pemeriksa Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang 

Surabaya yang menyimpulkan bahwa tanda tangan yang terdapat di dalam 

sertifikat adalah asli. Berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan untuk 

menyatakan bahwa unsur-unsur pidana pemalsuan atau mempergunakan surat 

palsu yang dituduhkan kepada Terpidana, tidak dapat dibuktikan. Sehingga 

seharusnya Judex Juris memutuskan untuk membebaskan Terpidana dari segala 

tuntutan hukum sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, bukan memutuskan 

Terpidana lepas dari segala tuntutan hukum sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) 

KUHP. Penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode 

penelitian normatif yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data 

sekunder yang meliputi buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, dan 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/PK/PID/2016 tanggal 23 Maret 2016 

tanggal 23 Maret 2016  dan bahan hukum lainnya.  
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